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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
 
Oleh : Maria Yeti Andrias1  
 
 
Abstrak : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 
Perencanaan Pembangnan Nasional merupakan landasan hukum di bidang 
perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan 
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah 
dengan melibatkan masyarakat. Pendekatan dalam sistim perencanaan 
pembangunan antara lain adalah partisipasi dan atas-bawah ( top-down ); 
dan  bawah-atas (bottom up). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif 
dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( 
stakeholders ) terhadap pembangunan. Sedangkan pendekatan atas-bawah 
dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang 
pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas 
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, 
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa 
 
Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan. 
 
PENDAHULUAN  
Dalam pasal. 18 B UUD 1945 yang telah di amandemen dikemukakan, 
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Yang diatur dalam undang-undang. Hal ini diperkuat lagi 
 
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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dengan Undang Undang Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Asas Desentralisasi berpedoman kepada pasal 18 Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut 
dengan UUD 1945, bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan 
kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
Undang Undang.  Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (yang 
selanjutnya disingkat dengan UU No.32 Tahun 2004) dapat dilihat bahwa 
pemerintah wajib melaksanakan kebijaksanaan dekonsentrasi, desentralisasi 
dan tugas pembantuan (madebewind). Dekonsentrasi adalah pelimpahan 
wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah 
dan/atau kepada Instansi vertical di wilayah tertentu2. Desentralisasi adalah 
pelimpahan tanggung jawab administrasi kebijakan, fiscal dan politik dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah3. Tugas Pembantuan adalah 
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah 
provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu 
dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pelaksanaannya kepada yang menugaskan4. 
Dengan demikian kegiatan pembangunan daerah dimaksud sebagai 
usaha untuk pemerataan dan menyebarluaskan pembangunan di daerah, 
baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, 
ataupun kedua-duanya bertujuan untuk mencapai keharmonisan 
pertumbuhan antar daerah. 
 
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 
Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan, Cipta Jaya,Jakarta, hal 63. 
3 Rahardjo Adisasmita, 2011, Manajemen Pemerintahan Daerah, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, hlm.16. 
4 Loc Cit, hlm 63 
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Berpijak pada karakter yang berbeda dari konsep pembangunan 
daerah, mengakibatkan para penentu kebijaksanaan terutama pada tingkat 
lokal atau bawah berada pada persimpangan jalan, dimana mereka 
dihadapkan pada dua pilihan antara kepentingan lembaga atau 
mengutamakan masyarakat.  Masalah yang sering dihadapi para pengambil 
kebijakan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah adalah dalam 
usaha merumuskan proyek sebagai usaha pelaksanaan program-program 
pembangunan. 
Keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat  
(community developent) sangat tergantung pada peranan pemerintah dan 
partisipasi masyarakatnya sehingga dapat menciptakan masyarakat yang 
berkembang. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan 
yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal. 
Perkembangan pembangunan selain adanya partisipasi masyarakat, 
pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien 
dan efektif dalam melaksanakan pembangunan . 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Konsep Dasar Partisipasi Masyarakat 
Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan unttuk 
mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat 
merupakan posisi  yang sangat penting dalam proses pelaksanaan 
pembangunan yang dilaksanakan ooleh pemerintah. Pembangunan tidak 
akan pernah ttercapai jika tidak meninggalkan peran serta masyarakat. 
Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebutmembawa 
sebuah perubahan kesejahteraan dama masyarakat. Sehingga proses 
pembangunan merupakan proses tawar menawar dalam pembangunan 
antara kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah. Oleh karena itu 
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pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi 
keberhasilan pembangunan. 
Secara etimologi,  partisipasi  berasal  dari  bahasa  inggris  
"participation" yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus 
lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan  "partisipasi"  berarti hal turut  berperan  
serta  dalam  suatu  kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum 
pengertian  dari partisipasi  masyarakat dalam pembangunan adalah 
keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil rnasyarakat untuk ikut 
rnembuat keputusan dalarn proses perencanaan  dan pengelolaan 
pembangunan termasuk di dalamnya  memutuskan  tentang rencana- 
rencana kegiatan yang  akan dilaksanakan,  manfaat  yang  akan  diperoleh,  
serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil  pelaksanaannya  
Melihat  dari akibat yang sangat positif dari perencanaan partisipatif, 
maka dengan adanya partisipasi  masyarakat yang optimal dalam 
perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepedulian yang kuat 
dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada, 
Geddesian5 mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat 
dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan 
masyarakat dapat berupa: (1) Pendidikan melalui pelatihan,  
(2) Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi,  
(3) Partisipasi dalam memberikan altematif rencana dan usulan kepada 
pemerintah.   
Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran 
dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang 
mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam 
 
5 Sumarmo, 2005, Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses 
Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi 
Masyarakat dii Kecamatan banyumanik), Tessis Magister Administrasi Publik Universitas 
Diponegoro, Hal. 26. 
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usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang 
bersangkutan (Davis dalam Sastropoetro)6 .  
Menurut Ramos dan Roman dalam Yeung dan Mc Gee Partisipasi 
masyarakat berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima 
tanggung jawab dan aktifitas tertentu. Dalam hal ini terdapat pendelegasian 
wewenang dari pemerintah dan masyarakat dalam aktivitas tertentu7. 
Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam 
merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil 
pembangunan8 . 
Menurut Josef Riwu Kaho,9 partisipasi masyarakat didasarkan pada 
pertimbangan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya 
melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan 
masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk 
pemimpin untuk masa berikutnya.  
Dalam pembahasan lebih lanjut yaitu yang sama oleh J.R. Kaho 
mengemukakan ada beberapa pengertian mengenai partisipasi masyarakat 
menurut Bintoro Tjokoramidjojo, pembangunan yang meliputi segala segi 
kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila 
merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam 
suatu negara.  
Sementara Katz menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah 
satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, disamping faktor-
faktor tenaga terlatih, biaya informasi, peralatan dan kewenangan yang sah. 
 
6 Ibid, hal.13 
7 Yeung, Y.M and T.G. Mc Gee. 1986 (eds.). Community Participation in 
Delivering Urban Services in Asia. Ottawa: IDRC, hal.97 
8 Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: 
Kanisius, hal.207 
9 Josef Riwu Kaho, 2002, Prospek Otonomi Daerah rah di Negara Republik Indonesia. 
PT. Rajawali Graf-indo Persada, Jakarta, hlm 112 
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Sedangkan menurut Arbi Sanit apabila kita berbicara mengenai 
pembangunan sesungguhnya yang diperbincangkan ialah keterlibatan 
keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah pendapat yang 
ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 
empat jenjang : Prakarsa partisipasi yang datangnya dari atas (with initiative 
coming from top down) berarti partisipasi yang dimobilisasi oleh atasan10.  
Sedangkan prakarsa partisipasi yang datangnya dari bawah (with 
initiative from the bottom up) adalah partisipasi yang mandiri. 
 a. Perlu juga dipertimbangkan, dan yang menjadi pendorong orang 
berpartisipasi, Apakah mereka itu berpartisipasi karena paksaan atau atas 
dasar sukarela.  
b. partisipasi yang dilakukan itu jalurnya melalui struktur formal atau informal 
apakah melalui struktur yang begitu kompleks atau sederhana.  
c. pada dasarnya partisipasi itu dilakukan melalui saluran individu atau 
kelompok, secara langsung atau melalui individu secara langsung atau 
perwakilan.  
d. kelangsungan dan ketergantungan partisipasi itu dapat dipertahankan.  
e. lingkungan partisipasi itu terbatas lebih luas, apakah merupakan 
keterlibatan rutin atau insidental saja?  
f. Menyangkut kewenangan (dalam arti empowerment) :  
penting dalam berpartisipasi. Selain apa yang telah disebutkan 
diatas, perlu diperhatikan pula faktorfaktor lingkungan dan kemasyarakatan. 
Kedua faktor tersebut perlu dianalisa karena mempunyai dampak yang 
penting terhadap keberhasilan partisipasi dalam suatu proyek. Adapun 
ukuran keberhasilan partisipasi itu menyangkut beberapa faktor, yaitu faktor 
 
10 Katz S.M, 1985,  Guide to Modernizing Administration for National Development, 
university of Pittsburg, hlm 113 
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fisik dan faktor biologic, faktor ekonomis, faktor politic, faktor social, faktor 
kebudayaan dan faktor histories. 
Istilah masyarakat merupakan hal yang sering kali dijumpai dalam 
kehidupan manusia, terlebih lagi dalam suatu ikatan Negara. Namur arti dari 
istilah masyarakat mendapat sambutan/tanggapan yang berbeda-beda dari 
para ahli dengan sudut pandang masing-masing. Menurut 
(Sumodiningrat,1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 
untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang 
mereka miliki Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut 
dua kelompok yang sating terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang 
diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang 
memberdayakan dalam.11 . 
 
Konsep dasar Perencanaan Pembangunan 
Para ahli banyak menggunakan berbagai istilah dalam 
mendefinisikan pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata 
modernisasi, perubahan sosial (sosial change), development, pertumbuhan, 
(growth) dan lain sebagainya. J.W. Schoorl (dalam Taliziduhu) 12, 
mengatakan bahwa istilah pembangunan dalam kaitannya dengan 
modemisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua 
aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek kehidupan 
masyarakat.  
 
11 Kartasasmita Ginanjar, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan 
Dan Pemerataan) Jakarta : PT. Pustaka. SIDESINDO.  
12 Taliziduhu. 2000, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal 
Landas, Rineke Cipta, Jakarta, hlm.1-3 
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Menurut I. Nyoman Beratha13  bahwa pembangunan itu tidak lain 
adalah satu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik 
berdasarkan kepada norms-norms tertentu. Perubahan-perubahan yang 
direncanakan dengan pendayagunaan potensi slam, manusia dan sosial 
budaya inilah yang sekedar bermakna ekonomi dan industrialistis saja. Ada 
pula yang mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar 
dari suatu keadaan yang lainnya dipandang lebih bernilai.  
Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan 
dari adanya partisipasi anggota masyrakatnya, baik sebagai kesatuan sistem 
maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang 
sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip 
pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 
Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja 
ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Kesadaran dan 
partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan 
pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu 
ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah.  
Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Deddy Supriady 
Bratakusumah14  Proses perumusan alternatif atau keputusan yang 
didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk 
melaksanakan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan, baik yang bersifat 
fisik maupun nonfisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.  
Ciri-Ciri15 antara lain :.    
 
13 Beratha. I. Nyoman, 1982, Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa, Jakarta : 
Ghalia Indonesia, hlm 65. 
14 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004. Perencanaan Pembangunan 
Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT.Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta. 
15 Bintoro Tjokroamidjoyo, 1995. Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. 
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1. Peningkatan produktvitas nasional 
2. Berorientasi pada pendapatan per kapita 
3. Mengubah struktur ekonomi 
4. Perluasan kesempatan kerja 
5. Pemerataan pembangunan 
6. Peningkatan lembaga ekonomi masy yg menunjang pembangunan 
7. Ada pentahapan didasarkan pd kemampuan nasional 
8. Terus menerus menjaga stabilitas ekonomi 
9. Tujuan pembangunan yg fundamental dan berjangka panjang. 
 
Unsur-Unsur Secara Umum 
1. Tujuan 
2. Kebijakan 
3. Prosedur 
4. Progres (kemajuan), standar yang akan dicapai 
5. Program 
 
Unsur-Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan menuruit Bintoro :  
1. Kebijakan dasar atau strategi dasar 
2. Kerangka rencana yg menghubungkan berbagai variabel pembangunan 
3. Perkiraan sumberdaya 
4. Konsistensi kebijakan (fiskal, anggaran, dsb.)  
5. Program investasi 
6. Administrasi pembangunan (termasuk kelembagaan) 
Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, Pertama : 
perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan 
perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui 
apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa 
kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan 
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yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan 
kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek 
pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. 
Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Pendekatan partisipatif masyarakat  terdapat pada  4 (empat) pasal Undang-
Undang ini yaitu  pada Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Sistem 
perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan pelaksanaannya 
menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down ( atas-
bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara 
aspiratif dan partisipatif. 
Dengan adanya program-program partisipatif memberikan 
kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka dan secara langsung juga 
melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program tersebut. Selain uu 
no. 25 tahun 2004 terdapat peraturan perundang- undangan lain yang 
menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
pembangunan yakni : Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan    Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 
Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi 
Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana 
masyarakat sebagai objek dan objek pembangunan harus diikut sertakan 
secara aktif dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan serta 
melestarikan proses pembangunan itu sendiri secara berkesinambungan, 
oleh karena itu proses pembangunan secara alamiah harus muncul dari 
masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut: 
1. Kepemimpinan 
2. Komunikasi 
3. Pendidikan 
Pembangunan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi 
masyarakat yaitu kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram, untuk 
menciptakan hal tersebut sangat diperlukan pelibatan masyarakat dalam 
proses pembangunan, prinsip dari melibatkan masyarakat secara langsung 
adalah melibatkan kepentingan masyarakat yang hanya mungkin dicapai jika 
masyarakat itu sendiri ikut ambil bagian sejak awal mulai dari perencanaan 
sampai dengan pelaksanaan dari pembangunan tersebut. Kepemimpinan 
merupakan faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi keikut sertaan 
masyarakat alam pembangunan, pemimpin mempunyai peran yang sangat 
penting sekali dalam pembangunan, pembangunan yang dilakukan 
hendaknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat,  
Pemimpin dituntut harus selalu mengajak masyarakat dalam 
proses pembangunan dan juga selalu melakukan sosialisasi, komunikasi dan 
pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat mau terlibat dan 
merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan, karena pelibatan 
masyarakat dalam pembangunan tersebut akan terciptanya kesesuaian dari 
program-program pembangunan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. 
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pusat maupun daerah, 
dapat diketahui bahwa informan memberikan keterangan bahwa pemerintah  
pusat maupun daerah sudah melakukan komunikasi dengan masyarakat 
dalam menetapkan program-program pembangunan. Selain itu pemerintah 
pusat maupun daerah juga mensosialisasikan program-program yang akan 
dilakukan.  
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Sosialisasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan pemerintah  
terutama pemerintahan daerah dalam upaya memberikan informasi, 
pemahaman serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 
Dengan dilaksanakannya. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan dalam 
pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat 
luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu 
menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang 
dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat 
banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat 
perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri 
permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang 
diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati 
produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan 
dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak 
lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai 
fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai 
perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat 
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dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka 
memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang. 
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